
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.285, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. Pengendalian. 
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Terpadu. 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
                                 NOMOR 13 TAHUN 2013............................ 

TENTANG 
PEDOMAN MANAJEMEN TERPADU  

PENGENDALIAN TUBERKULOSIS RESISTAN OBAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis Resistan Obat merupakan 
penyakit yang berdampak pada kesehatan masyarakat 
dengan jumlah kasus yang semakin meningkat 
sehingga memerlukan upaya pengendalian 
Tuberkulosis Resistan Obat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan tentang Pedoman Manajemen 
Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3437, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3447); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ 
PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Tahun 585); 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman 
Penanggulangan Tuberkulosis; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional 
Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011- 2014 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 169); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 
MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TUBERKULOSIS 
RESISTAN OBAT. 
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Pasal 1 
Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat 
harus dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan dan/atau pelaksana 
program di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan pengendalian 
Tuberkulosis Resistan Obat. 

Pasal 2 
(1) Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan 

Obat meliputi aspek manajerial dan aspek teknis klinis pengendalian 
Tuberkulosis resistan obat. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 3 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan 
pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat, 
Pemerintah bertanggung jawab : 
a. menetapkan kebijakan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 

b. merencanakan program pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 
c. menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan logistik lain yang 

diperlukan; 
d. mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya 

Manusia; 

e. menjamin mutu laboratorium rujukan Tuberkulosis Resistan Obat;  
f. mengoordinasikan dan melakukan kemitraan kegiatan pengendalian 

Tuberkulosis resistan obat dengan institusi terkait; dan 
g. melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan 

pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat. 
Pasal 5 

Dalam melaksanakan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat, 
Pemerintah Provinsi bertugas: 
a. merencanakan kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat di 

provinsi; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis 
Resistan Obat di provinsi; 
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c. mendorong ketersediaan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya 
Manusia; 

d. memfasilitasi berjalannya fungsi jejaring pelaksanaan kegiatan 
pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 

e. membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan, dan logistik 
lain yang diperlukan; 

f. melaksanakan mutu laboratorium rujukan Tuberkulosis Resistan 
Obat; 

g. melakukan koordinasi dan melakukan kemitraan kegiatan 
pengendalian Tubekulosis Resistan Obat dengan institusi terkait;  

h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan 
pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; dan 

i. melakukan pencatatan dan pelaporan. 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat, 
Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas : 

a. merencanakan kegiatan pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat di 
kabupaten/kota; 

b. menyediakan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; 

c. membantu pengadaan dan distribusi obat, alat kesehatan, dan logistik 
lain yang diperlukan; 

d. menjamin berjalannya fungsi jejaring pelaksanaan kegiatan 
pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 

e. memfasilitasi pelacakan kasus mangkir; 

f. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan pengendalian 
Tuberkulosis Resistan Obat dengan lintas program dan institusi 
terkait;  

g. melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan 
pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; dan 

h. melakukan pencatatan dan pelaporan. 

Pasal 7 

Pembiayaan terkait dengan penyelenggaraan Peraturan Menteri ini 
dibebankan kepada APBN, APBD, serta sumber pendanaan lain yang sah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini 
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi sesuai dengan tugas, 
fungsi dan kewenangan masing-masing. 

Pasal 9 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Februari 2013 
MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
NAFSIAH MBOI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Februari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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